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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih 

populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Ditandai dengan 

banyaknya kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui internet sebagai media 

komunikasi Perdagangan, salah satunya dengan melakukan perdagangan melalui 

platform perdagangan elektronik atau electronic commerce sebagai media 

transaksi jual beli online.1 

Jual beli online merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan 

melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi informasi 

melalui internet.2 Hubungan dagang harus didasari dengan kesepakatan sehingga 

terdapat hak dan kewajiban para  pihak  yang  diatur secara tertulis. 

Kegiatan Perdagangan dengan menggunakan media internet memberikan 

kemudahan kepada  para konsumen yang ingin berbelanja  kebutuhannya 

dikarenakan hanya dengan menggunakan handphone atau laptop yang tersambung 

dengan internet, pengguna bisa membeli barang yang diinginkan tanpa perlu 

mendatangi toko yang ingin di tuju secara langsung. 

 

Adanya kemudahan tersebut menjadikan internet sebagai salah satu media 

 

1 Richardus Eko Indrajit, 2001, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, 

PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 33. diakses dari https://www.academia.edu/14190 
692/E_Commerce_Konsep_dan_Strategi_Bisnis_di_Dunia_Maya, Pada 1 Agustus 2023, Pukul 

21.52 WIB 
2 Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli 

Online” Jurnal Ex Societatis, Vol.3 No.9 2015, hlm.94. diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/ 
index.php/lexetsocietatis/article/view/10173 Pada 1 Agustus 2023 , Pukul 21.58 WIB 

http://www.academia.edu/14190
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yang bisa menghubungkan manusia untuk melakukan interaksi dimanapun dan 

kapanpun waktunya.3 Terdapat beberapa faktor yang mendorong transaksi 

perdagangan secara online yang pada masa sebelumnya menggunakan kertas 

sebagai bukti nya, sekarang sudah bisa menggunakan internet dan bukti elektronik 

berupa struk online. Pertama, Jual beli online tidak memerlukan sebuah tindakan 

yang melelahkan seperti,jika seseorang ingin membeli sebuah baju dia tidak perlu 

lagi untuk pergi ke mall karena penjualan baju di berbagai platform jual beli 

online sudah sangat banyak, sehingga jika seseorang ingin membeli sesuatu dia 

hanya perlu membuka gadgetnya dan mencarinya di platform jual beli tersebut 

dengan sangat cepat: Kedua, dengan adanya jual beli online ini para penjual 

menjadi update dan memberikan informasi kepada para konsumennya secara 

cepat: Ketiga, jual beli online membuat waktu jadi lebih efisien dan informatif.4 

Jual beli online sekarang sudah dapat dilakukan dalam berbagai macam 

aplikasi yang sudah tersedia di internet , salah satunya adalah Tiktok. 

Tiktok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana 

pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap 

dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Pengguna  dapat 

membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan 

dengan pengguna lainnya.5 

Pada awalnya aplikasi Tiktok menyediakan sebuah fitur layaknya sebuah 

 

electronic commerce yang bernama Tiktok Shop merupakan fitur yang disediakan 
 

3 Arsyad Sanusi, (2011), Hukum E-Commerce, Jakarta: Sasrawarna Printing, hlm.7. 
4 Ibid., hlm. 55. 
5 Agus Supriyanto,”Penjualan Melalui Tiktok Shop dan Shopee menguntungkan yang 

mana?” Jurnal Ex Societatis Vol 1, No 1, Tahun 2023, hlm 2, diakses dari https://journal.csspubli 

shing.com/index.php/business/article/view/43/16, Pada 27 Oktober 2023, Pukul 19.55 WIB 

https://trikinet.com/post/aplikasi-filter-video/
https://journal.csspublishing.com/index.php/business/article/view/43/16
https://journal.csspublishing.com/index.php/business/article/view/43/16


3 
 

 

di aplikasi Tiktok yang memberikan layanan yang hampir sama dengan e– 

commerce dan marketplace yang ada. Tiktok Shop memberikan harga yang berbeda 

dimana harga yang ditawarkan lebih rendah daripada e-commerce dan marketplace 

yang ada, memberikan promosi yang menarik sehingga mendorong konsumen 

untuk membeli produk yang dipromosikan. Kemudian Tiktok Shop memberikan 

promo-promo yang menarik bahkan potongan harga yang  cukup  besar  serta  

memberikan  gratis  ongkos  kirim  ke seluruh Indonesia. Masyarakat 

khususnya kaum milenial dan generasi Z tidak sedikit yang lebih memilih 

berbelanja online pada aplikasi Tiktok Shop daripada pada marketplace yang ada.6 

Sebelumnya Tiktok Shop menyediakan pelayanan jual beli secara online 

layaknya platform e-commerce pada umumnya baik itu berupa barang atau jasa 

beserta dengan transaksinya, jadi untuk membeli barang-barang atau jasa tersebut 

konsumen hanya perlu menggunakan fitur Tiktok Shop yang disediakan oleh Tiktok 

kemudian disalurkan kepada sang penjual di dan terjadilah transaksi jual beli secara 

online tersebut.7 Manfaat dari hal tersebut adalah seseorang dapat membeli barang 

dari kota atau tempat yang jauh tanpa perlu untuk datang langsung ke toko yang 

menjual produk yang diinginkan oleh pembeli. 

Akan tetapi munculnya aplikasi platform digital online seperti Tiktok Shop 

yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum serta aturan yang mengatur 

bagaimana wewenang dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perdagangan 

 

6 Ai Nur Sa’dah,. “Persepsi Generasi Z Terhadap fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok”, 

Jurnal Reportorium Vol 2, No.5 2022, hlm 135. Diakses dari https://transpublika.co.id/ojs/inde 

x.php/Transekonomika/article/view/176, Pada 27 Oktober 2023, Pukul 20.30 WIB 
7 Ibid, hlm. 136 

https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/176
https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/176
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secara online melalui platform digital seperti Tiktok Shop ini mengakibatkan sebuah 

permasalahan dalam masyarakat. 

Banyak para pihak pelaku usaha yang memanfaatkan celah kekosongan 

hukum tersebut terkhususnya dari pihak luar negeri dengan melakukan sebuah 

tindakan yang merugikan para konsumen dan pelaku usaha dalam negeri dengan 

menjual berbagai macam barang dagangan yang tidak sesuai dengan syarat Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yang memiliki cacat fisik ataupun penipuan jasa, dengan 

harga barang yang sangat murah dikarenakan tidak terdeteksi oleh dirjen pajak 

mengakibatkan para pelaku usaha dalam negeri kalah saing dengan pelaku usaha 

luar negeri yang memasarkan barang dagangannya secara illegal di Indonesia 

melalui Tiktok Shop tersebut. 

Akibat hal tersebut Banyak Usaha Mikro dan Usaha Kecil baik itu yang 

berdagang secara online melalui internet maupun secara tradisional yang tidak bisa 

beradapatasi dengan arus globalisasi tersebut mengalami penurunan pendapatan 

seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang yang ada di Indonesia, para penjual 

mengalami penuruan drastis akibat adanya e-commerce seperti Tiktok Shop, 

Tokopedia, Lazada. Pedagang yang tidak bisa beradaptasi dengan arus globalisasi 

tersebut mengatakan bahwa mereka mengalami sebuah penuruan pendapatan 

dikarenakan sumber pendapatan mereka adalah para pembeli yang ingin datang ke 

tanah abang dan berinteraksi langsung dengan penjual, sehingga ketika banyak 

orang yang sudah memilih untuk berbelanja secara online maka turunlah 

pendapatan mereka. 

Menteri Perdagangan mengambil sebuah tindakan dengan menerbitkan 
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Melalui Sistem Elektronik 

 

 

 

sebuah regulasi baru yaitu “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” 

Peraturan tersebut berisi aturan yang mengatur bagaimana bentuk-bentuk 

para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik atau secara 

online serta berisi hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan pengawasan 

para pihak yang terlibat oleh pihak yang berwenang. Menurut Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 ketentuan Pasal 1 

ayat (17) menjelaskan :8 

“Social-Commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan 

fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan Pedagang 

(Merchant) dapat memasang penawaran Barang atau Jasa.” 

Jika dilihat dari ketentuan peraturan di atas Tiktok Shop masuk dalam 

kategori social-commerce. Sebagai social commerce, Tiktok Shop dilarang untuk 

menyediakan sebuah transaksi perdagangan, karena sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat 3 

Menjelaskan “PPSME dengan model bisnis Social-Commerce dilarang 

memfasilitasi  transaksi  pembayaran  pada  Sistem Elektroniknya.”9. 

Menawarkan sebuah produk dagang berupa barang atau jasa di sebuah 

social commerce sah-sah saja dikarenakan memang salah satu guna social 

commerce yaitu dibuat untuk membagikan informasi secara cepat.  Peraturan 

 

8 Pasal 1 ayat (17) , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang 

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan 
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Melalui Sistem Elektronik 

 

 

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 23 ayat 

 

(1) menjelaskan “Pelaku usaha dapat membuat atau melakukan pengiriman Iklan 

Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi.”10 Tetapi, jika ingin 

menyediakan  fitur transaksi perdagangan di social commerce  tidak 

diperbolehkan   karena   melanggar aturan  yang  sudah diberlakukan. 

Selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 

terdapat sebuah aturan yang mewajibkan antara pihak yang terlibat dalam 

perdagangan secara online terkhususnya melalui Tiktok yaitu, diantaranya pihak 

Penyelenggara   Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (yang  selanjutnya 

disingkat PPMSE) yang merupakan PT Tokopedia sebagai penyedia sarana Tiktok 

Shop dan yang akan memproses transaksi perdagangannya, Pihak Tiktok sebagai 

sarana iklan baris online yang memungkinkan para pelaku usaha untuk 

memasarkan barang dagangannya dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem 

elektronik yang merupakan setiap orang atau badan usaha yang melakukan 

kegiatan di bidang  perdagangan  melalui  sistem  elektronik (online). 

Dalam melakukan perdagangan secara online pihak PPMSE memiliki 

kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan berusaha yang 

sama bagi para pedagang, serta menjaga harga barang bebas dari praktik 

manipulasi harga baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya regulasi 

tersebut Kementrian Perdagangan mencoba untuk menciptakan ruang lingkup 

usaha yang sehat antara pihak PPMSE dengan pelaku usaha, untuk mendorong 

pertumbuhan perekonomian dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan 
 

10 Pasal 23 ayat (1) , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang 

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan 
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pelaku usaha dalam negeri. 

 

Pada tanggal 03 Oktober 2023 Pihak Pemerintah secara resmi telah 

memblokir fitur Tiktok Shop di Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan, 

dikarenakan pada saat regulasi ini terbit Tiktok masih belum menyesuaikan Tiktok 

Shop dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tersebut serta 

dengan banyaknya keluhan dan fakta lapangan dari masyarakat yang mengatakan 

Tiktok Shop mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK) di Indonesia membuat Menteri Perdagangan semakin tegas dalam 

melaksanakan penegakan hukum dalam ruang lingkup perdagangan melalui 

sistem elektronik. Terdapat pro dan kontra dengan ditutupnya Tiktok Shop bagi 

masyarakat yang sebagai konsumen yang sering melakukan transaksi jual beli di 

Tiktok Shop ini merupakan sebuah penolakan terhadap kemajuan teknologi. 

Dibalik tindakan pemblokiran yang dilakukan terhadap fitur Tiktok Shop 

terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tiktok 

karena tidak menaati aturan yang telah diberlakukan. Menteri perdagangan 

menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan demi menjaga kestabilan ekonomi di 

antara pedagang. Akan tetapi, disatu sisi tindakan memblokir Tiktok Shop tersebut 

menyebabkan dampak negatif terhadap pelaku usaha yang berjualan di 

Tiktok Shop. 

 

Salah satu pelaku usaha di Tiktok Shop bernama Dyah Ayu Praningrum 

mengaku mengalami penurunan pendapatan sebesar 90%, Pelaku usaha tersebut 

mengatakan Sebelumnya, dia bisa meraup penghasilan bersih sebesar Rp5 juta per 

bulan sebagai affiliator. Uang itu cukup sebagai tambahan kebutuhan Dyah, yang 
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merupakan seorang ibu rumah tangga.Begitu Tiktok Shop ditutup, Dyah beralih ke 

platform belanja online lain. Tetapi penghasilannya menurun drastis, sekitar 90% 

lebih kecil dari sebelumnya.11 

Kementrian Perdagangan telah membuka blokir untuk fitur Tiktok Shop 

pada tanggal 12 Desember 2023 sehingga para pelaku usaha dapat menjual barang 

dagangannya secara online di aplikasi Tiktok melalui Tiktok Shop lagi akan tetapi 

Tiktok Shop tersebut berbeda dikarenakan untuk Tiktok Shop yang sekarang, 

Tokopedia sebuah perusahaan e-commerce milik Indonesia telah mengakuisisi 

Tiktok Shop, jadi Tiktok Shop tetap ada akan tetapi hanya sebagai media penawaran 

barang dan jasa sedangkan teransaksi perdagangannya akan diproses oleh pihak 

PT. Tokopedia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain 

mengenai Kasus Tiktok Shop, saya memfokuskan pada bentuk hubungan hukum 

antara Tiktok Shop dan Pelaku Usaha sedangkan untuk Penelitian yang lain berfokus 

pada permasalahan hukum mengenai legal standing Tiktok Shop sebagai aplikasi 

social-commerce atau media social yang dimana menurut beberapa penulis Tiktok 

Shop masih melanggar aturan yang berlaku. 

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi 

Kasus Tiktok Shop)” 

 

 

 

11 BBC News Indonesia, “Tiktok Shop buka lagi setelah akuisisi Tokopedia, Pedagang dan 

affiliator berharap ‘Jangan Sampai Ditutup Lagi’”.Diakses dari https://www.bbc.com/indo 
nesia/articles/cgrp5yeyvzno Pada 28 Februari 2024 Pukul 14:37 WIB 

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgrp5yeyvzno
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgrp5yeyvzno
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah : 

1. Bagaimana hubungan hukum pelaku  usaha  mikro dan  kecil yang 

berdagang secara online di Tiktok Shop beserta hak dan kewajiban pihak-

pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha mikro 

dan kecil yang berdagang secara online melalui sistem elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum pelaku usaha mikro 

dan kecil yang berdagang secara online di Tiktok Shop beserta hak dan 

kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem 

elektronik 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berdagang secara online melalui sistem 

elektronik 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan andil pemikiran 

ilmiah ilmu hukum secara umum dan pemahaman jual beli yang 

dilakukan di aplikasi Tiktok khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

 

a.) Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan 

wawasan mengenai permasalahan hukum yang diakibatkan oleh adanya 

Tiktok Shop. 

b.) Bagi Perusahaan yang menyediakan platform jual beli online 

 

Bagi pemilik atau penyedia platform dapat mengetahui mengenai batasan 

wewenang dan pengaturan terhadap Tiktok sebagai sarana periklanan dan 

Tiktok Shop sebagai social commerce. 

c.) Bagi Pemerintah 

 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam membuat 

kebijakan dan regulasi terkait permasalahan terhadap platform jual beli 

online 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan dalam skripsi mencakup perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha dan kepastian hukum untuk fitur Tiktok Shop yang Terdapat 

di aplikasi Tiktok serta kedudukan hukum para pelaku usaha dan Tiktok 

sebagai sarana penyedia untuk penawaran barang dan jasa serta Tokopedia 

sebagai pihak yang memproses transaksi perdagangan secara online melalui 

Tiktok Shop. 



11 
 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kerangka teori ideologis, teori atau tesis 

yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah yang menjadi objek 

perbandingan,dasar teori yang diterima atau tidak disetujui. Teori berguna 

untuk mejelaskan mengapa beberapa gejala spesifik atau proses tertentu 

terjadi dan satu teori harus diuji dengan manghadapkannya pada fakta-fakta 

yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.12 

1. Teori Perjanjian 

Perjanjian adalah sebuah hal yang disepakati antara pihak ketika 

ingin melakukan sebuah tindakan yang berhubungan secara hukum. Kata 

perjanjian berasal dari Bahasa belanda yaitu overeenkomst, yang jika 

diartikan dalam bahasa inggris diartikan sebagai istilah contract. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat 

untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 

mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut 

adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 

kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada 

akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.13 

Pengertian mengenai perjanjian dijelaskan dalam  pasal  1313 

 

KUHPerdata menyebutkan bahwa “ Perjanjian adalah kesepakatan 
 

12 M. Solly Lubis,(2012). Filsafat ilmu dan Penelitian, Jakarta:Softmedia, hlm. 80. 
13 Sudikno Mertokusumo, (1996), Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : 

PT.Liberty, hlm. 103. 
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antara pihak-pihak yang menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak”. Untuk dapat dianggap sah secara hukum, 

perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

“1. Adanya kesepakatan yang mengikat 

 

2. Kecakapan untuk membuat perikatan 

 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” 

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dua dasar dari hukum 

yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, ciri 

utama dari perjanjian adalah adanya hubungan hukum antara para pihak, 

dimana hubungan itu terdapat hak dan kewajiban yang saling 

dipertukarkan para pihak.14 Dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) unsure yang 

terkandung, yaitu :15 

1) Hubungan hukum, perjanjian yang disepakati membentuk 

hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. 

2) Para pihak, dalam hubungan hukum tersebut terdapat pihak- 

pihak sebagai subjek hukum. 

3) Prestasi, hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban- 

kewajiban (prestasi) kepada para pihak yang terlibat dan pada   

saat   kondis   tertentu   dapat   dipaksakan 

 

14 Agus Yudha Hernoko. (2010), Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 19. 
15 Ibid, hlm. 20. 
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pemenuhannya, bila perlu diperluka bantuan menggunakan alat 

negara. 

Kedudukan asas hukum dalam sebuah sistem hukum yang 

didalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peran yang 

penting yaitu sebagai landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya 

suatu norma hukum. Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum 

bertujuan untuk memberikan arah, serta tujuan penilaian fundamental bagi 

keberadaan suatu norma hukum sebagai pedoman dan tolak ukur perilaku 

manusia. Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi 

oleh pihak-pihak yang terlibat asas itu diantaranya berupa : 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip penting 

hukum perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUHperdata menyebutkan 

bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang terhadap mereka yang membuatnya.” Bisa diartikan 

sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak memiliki 

kebebasan pilihan untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi 

pengaturan mengenai substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan 

kepada para pihak namun perlu adanya pengawasan. Pemerintah 

sebagai pihak yang mengemban kepentingan umum menjaga 

keseimbangan kepentingan individu atau kepentingan masyarakat.16 

2) Asas Konsensualisme 

 

16 Salim, (2021), Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta : Sinar 

Grafika Offset. hlm. 9. 
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Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa 

perjanjian tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang 

dikenal dalam KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa 

syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat kesepakatan antara kedua 

pihak yang berkaitan dengan perjanjian.17 

3) Asas Pacta Sunt Servanda 

 

Setiap perjanjian memiliki asas pacta sunt servanda atau kekuatan 

untuk mengikat kontrak, agar setiap kontrak tersebut berlaku. Untuk 

menjamin kekuatan hukum atau daya mengikat pada suatu kontrak, 

kontrak yang sudah disepakati akan dianggap memiliki efek yang setara 

dengan daya berlaku layaknya undang-undang.18 

4) Asas Itikad Baik 

 

Asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 

KUHPerdata, yang menyatakan “Setiap perjanjian yang sah wajib 

dilaksanakan oleh pihak yang mengadaknnya dengan itikad baik.” 

Setiap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan 

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh 

disertai dengan kemauan yang baik dari para pihak.19 

Setiap perjanjian yang telah disepakati baik itu secara formal 

maupun secara langsung akan memiliki sebuah dampak hukum menurut 

 

17 Ibid, hlm. 10. 
18 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm. 124. 
19 Salim, Op Cit, hlm. 10. 
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Pasal 1338 KUHPerdata akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian 

tersebut, yaitu: 

“ 1) Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 

2) Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

3) Pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.” 

 

Hubungan teori perjanjian dengan penulisan skripsi ini dapat 

dijadikan sebagai pondasi yang mengatur hubungan antar pihak-pihak 

yang berperan dalam perdagangan secara online yang terjadi di Tiktok 

Shop, seperti adanya perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pihak 

penyedia platform serta berkaitan dengan regulasi dari kementrian 

perdagangan. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan akibat 

tindakan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Hukum bisa difungsikan untuk menjamin perlindungan  yang  sifatnya  

tidak  sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan 

untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan dan belum kuat secara  

sosial, ekonomi dan  politik  untuk  memperoleh  keadilan 
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sosial.20 Salah satu pendapat Philipus M. Hadjon mengenai 

Perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :21 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

 

Merupakan sebuah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran 

hukum. Tindakan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan 

hukum yang bersifat Normatif. Perlindungan hukum ini tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk mencegah 

adanya pelanggaran pelaksanaan kewajiban yang telah diberikan. 

Menteri perdagangan sebagai pemegang kekuasaan dalam sektor 

perdagangan secara elektronik melakukan sebuah tindakan perlindungan 

hukum preventif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  2023 Tentang Perizinan 

Berusaha, Periklanan,  Pembinaan  dan Pengawasan Pelaku Usaha 

Dalam Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik, dengan berdasarkan 

ketentuan pada aturan tersebut sekarang menjamin kedudukan hukum 

para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara online di platform 

digital serta membuat ketentuan yang mengutamakan kepentingan pelaku 

usaha dalam negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem 

elektronik (online). 

 

20 Nur Adi Kumaladewi, ‘Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang 

Berada Pada Pihak Ketiga’, Jurnal Repertorium, II.2 (2015), 60–77. Diakses dari 
https://media.neliti.com/media/publications/213093-eksekusi-kendaraan-bermotor-sebagai-  

jami.pdf Pada 28 Februari, Pukul 14.40 WIB. 
21 Sukawi Sutarip, (2024), Rekontruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di 

Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan. Semarang : CV Lawwana, hlm.21. 

https://media.neliti.com/media/publications/213093-eksekusi-kendaraan-bermotor-sebagai-jami.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/213093-eksekusi-kendaraan-bermotor-sebagai-jami.pdf
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2. Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda atau hukuman tambahan yang diberikan apabila 

terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu. Bentuk 

perlindungan hukum represif yang terkandung dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, 

Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa pemberian sanksi seperti 

pemblokiran terhadap pihak PPMSE yang melakukan pelanggaran 

kewajiban dalam ketentuan tertentu akan dikenakan sanksi administratif 

berupa peringatan tertulis, dan apabila pelanggaran tersebut terus berlanjut 

maka akan ditindaklanjuti dengan pemblokiran sementara terhadap 

PPMSE oleh instansi yang berwenang dan akan mencabut perizinan 

usahanya. Selain dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

31 Tahun 2023 perlindungan represif juga diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu pasal mengenai perbuatan melawan hukum yang 

menimbulkan kerugian dan Pasal 38 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik berupa gugatan terhadap pihak yang 

menyelenggarakan Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi 

Informasi yang menimbulkan kerugian. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan situasi yang pasti, tetap atau tegas. Kepastian 

hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan 
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keadilan dalam bentuk yang nyata dengan cara pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang 

melakukan. Menurut Fence M. Wantu “Hukum tanpa nilai kepastian 

hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman 

perilaku bagi semua orang” Kepastian Hukum bisa dimaknai sebagai 

kejelasan dan ketegasan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang- 

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam aturan yang bersifat 

umum dan dapat dipahami oleh individu maupun badan hukum tentang 

perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.22 

Sebelumnya bentuk ketidakadanya kepastian hukum di Indonesia 

terjadi dalam bidang sektor perdagangan secara elektronik, ketidak 

pastian hukum tersebut mengenai aturan tentang aplikasi Tiktok sebagai 

social-media yang memiliki fitur Tiktok Shop yang berfungsi layaknya 

aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce). 

 

Tiktok Shop tidak boleh memiliki sarana transaksi melainkan hanya 

sebuah sarana penawaran barang atau jasa saja. Peralihan bentuk fitur ini 

mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin barang dagangannya muncul 

di Tiktok Shop harus beradaptasi terhadap keadaan ,Tiktok Shop sebagai 

sarana penawaran barang dan jasa sekarang proses transaksinya akan 

dilakukan melalui Tokopedia. 

 

22 Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.137. 



19 
 

 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,  Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaku Usaha Dalam  Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik mengandung ketentuan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum yang dapat  menjamin hak para pelaku usaha mikro dan 

usaha kecil yang berdagang melalui sistem elektronik. Dengan adanya 

kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini 

dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan sistem perdagangan yang 

sehat dan damai. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

hasil dari sebuah penelitian dengan mencoba mempelajari beberapa gejala 

hukum tertentu dengan menganalisanya secara mendalam terhadap fakta hukum 

untuk menemukan pemecahan permasalahan yang timbul dari beberapa 

permasalahan hukum yang terjadi.23 : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membahas 

doktrin,peraturan perundang-undangan,asas-asas hukum,teori-teori hukum 

dan konsep-konsep hukum dan perjanjian yang bertujuan untuk menghasilkan 

teori ilmiah.24 

 

23 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris (edisi kedua), Jakarta: Kencana, hlm.4. 
24 Zainuddin Ali, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pada penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang- 

undangan (statue Approach). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah 

undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang 

hendak diteliti.25 Dalam metode penelitian menggunakan peraturan 

perundang- undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam 

peraturan perundang- undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini 

lebih mengedepankan kepada legalisasi dan regulasi. 

Adapun peneliti juga menggunakan Pendekatan Analitis merupakan 

metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan 

memahami makna istilah-istilah dalam hukum yang bertujuan untuk 

memahami penerapan istilah-istilah tersebut dalam praktik dan putusan 

hukum. Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum para pihak dalam 

sistem perdagangan elektronik, serta perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Permendag 

No.31 Tahun 2023 

Selain itu penulis juga menggunakan konsep pendekatan kasus yang 

merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami suatu 

program, preristiwa, atau aktivitas baik pada tingkat individu, kelompok, 

organisasi atau lembaga, dengan tujuan mendapat pemahaman yang 

mendalam tentang konteks yang sedang berlangsung.26 Penulis 

 

25 Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 

hlm.136. 
26 Nasarudin, (2024), Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif, Padang : 

CV. Gita Lentera, hlm.4. 
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melakukan penelitian dengan cara melakukan penelurusan terhadap kasus 

yang berkaitan dengan isu Tiktok Shop dan permasalahan hukum yang 

dihadapi oleh para pedagang yang berdagang secara online melalui Tiktok 

Shop yang telah terjadi. 

3. Bahan Penelitian Hukum 

Penelitian ilmiah ini memiliki bahan hukum yang terdiri dari berbagai 

macam bahan hukum, berupa : 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, 

peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang 

dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843) 

5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6905). 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran   

Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4126). 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6420). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6400) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Kemudahan,Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM), (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6619 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan 

Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 
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27 Mestika Zed, (2004), Metode Peneitian Kepustakaan, Jakarta: Pustaka Obor Indoneisa, 

Hlm.1. 

 

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian 

(hukum) hasil karya (jurnal hukum, buku, ilmiah, pendapat para ahli 

hukum). 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi mengenai 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier meliputi kamus hukum, artikel, media massa yang mempunyai 

kaitan dengan permasalahan yang di bahas, kamus besar bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah 

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan 

metode yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumen resmi, dan hasil 

penelitian yang didapat dengan melakukan kegiatan membaca, mengutip, 

mencatat, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan disajikan dalam penulisan skripsi.27 
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28 Umrati Hengki Wijaya (2020), Analisis Data Kualitatif “Teori Konsep Dalam 

Penelitian Pendidikan”, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm.7. 

 

 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Pada karya tulis ilmiah untuk menganalisis bahan hukum, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif 

merupakan metode yang mengekplorasi dan memahami makna dari 

permasalahan sosial atau kemanusiaan antar sejumlah individu atau 

kelompok. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-

tema umum kemudian menafsirkan makana data tersebut sebagai laporan 

akhir dari penelitian.28 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk proses akhir dari sebuah 

penelitian yang sudah disusun sesuai dengan tujuan dari penelitian 

tersebut. Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dikemukakan oleh penulis. Penulis menggunakan teknik 

penarik kesimpulan secara deduktif yang merupakan suatu penalaran 

yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Alasan penulis 

mengambil kesimpulan secara deduktif dikarenakan terdapat  sebuah 

permasalahan umum yang terjadi pada sektor perdagangan 

elektronik dalam negeri yang mengakibatkan isu hukum yang dimana 

pemerintah Indonesia harus menjamin tentang perlindungan hukum 
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kepada para Pelaku Usaha dalam negeri yang berdagang secara online 

 

khususnya yang di Tiktok Shop. 
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